BUPATI SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK
NOMOR |F TAHUN 2019

4
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SOLOK NOMOR 34 TAHUN 2018
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH NAGARI
DI KABUPATEN SOLOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomoer 8Y Tahun 2015 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, telah
ditetapkan Peraturan Bupati Solok Nomor 34 Tahun 2018
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah
Nagari di Kabupaten Solok;

h. bahwa berdasarkan evaluasi dan  kajian terhadap
pelaksanaan  Peraturan Bupall sebagaimana dimaksud
dalamn huruf a, perlu dilakukan perubahan;

¢, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam hurwl a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubshan Atas Peraturan Bupati Salok
Nomar 34 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Pemerintah Nagari di Kabupaten Solok;

i

Undang-Undang Nomor 12  Tahun 1936 tentang
Pembentukan  Daerah  Olonom  Kabupaten  Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomar 23);

Mengingsl

2. Undang-Undang Nomor & Tahun 2014 fentang Desa
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

fé
5495);

Ced

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20714  tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomer 2494, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) schagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor @ Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2014 tentang

T s il



Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara  Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomaor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679,
4, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tabun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor & Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara REepublik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3539 sebagaimana telah diubah
denpan  Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang ‘Peraturan Pelaksanasn Undang-
Undang Nomor & Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
STET
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 entang Dana
Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3558) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomer 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
S694);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor &4 Tahun 2015
ientang Susunan Orgamasi dan Tata Kerja Pemerintahan

a
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Desa;

7. Peraturan Bupati Solok Nomor 34 Tahun 2018 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari di
Kabupaten Sololk;

MEMUTUSEAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAMN BUPATI SOLOK NOMORE 34 TAHUN 2018
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH NAGARI DI KABUPATEN SOLOK.

Pasal |
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Solok Nomor 34
Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata  Kera
Pemerintah Nagari di Kabupaten Solok [Berita Daerah Kabupaten
Sololk Tahun 2018 Nomor 37) diubah, sebagai berikut:



(i

l. Ketentuan Pasal 12 avat (3) diubah, schingpa Pasal 12

berbunyi sebagai berilaat:

(L]

(<]

(3]

Pasal 12

Kepala Seksil Kesejahteraan sebagaimana dimaksud Pasal

5 bertugas membantu Wali Nagari dalam pelaksana tugas

operasional bidang Kesejahteraan.

Dalam melaksanakan migas sebagaimana dimaksud pada

+

ayat (1} Kepala 3Seksi Kesgjahlersan mempunyal fungsi

sebagai berikut ;

a. pelaksanakan pembangunan sarana prasarana di
Napari;

b.  pelaksanazsn pemenuhan kebutuhan dasar di Nagari
sepert pada bidang pendidikan dan kesshatan;

c. pelaksanaan pengembangan potensi ekonomi lokal
Nagar;

d. pelaksanasan pemanfastan sumber daya alam dan
ingkungan sccara berkelanjutan;

e. pelaksanaan tugas sosialisasi  serta maotivasi
masyarakat di bidang bhudava, ekonomi, politik,
lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda,
olahrapa, dan karang taruns;

f. pelaksanaan penyuluhan dan motivas: terhadap
pelaksanaan hak dan kewsjiban masyarakat;

g. pelaksanaan upava peningkatan partisipasi
masyarakat, pelestarian  nilai  sosial  budaya
masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan; dan

h. membantu Wali Nagan dalam melakukan bimbingan
keagamaan, membina kerukunan hidup antar umat
beragama, serta membina kegiatan pengumpulan
zakat, inlag dan sedekah.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud

pada ayvat (2] Kepala Secksi Kesejahteraan mempunyal

uraian tugas scbagail berikut :

a. melaksanakan identifilasi permasalaban
pembanguanan Nagari;

b. melaksanakan pencatatan hasil-hasil pembangunan

Magari;



melaksanakan penyiapan baban untuk perencanaan

i

pembangunan Nagari;
d. melaksanakan pengendalian pelaksanaan

pembangunan Nagari;

e melaksanakan identilikasi potensi ekonomi Nagari;
f.  melaksanakan inventarisasi Usaha Mikro; dan
g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

pirnpinan.

9 Ketentuan Pasal 13 avat (1) dan ayat {3) diubah, sehingpa

Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2]

13

Pasal 13

Kepala Seksi Pelayanan sebagaimana dimalesud dalam

asal 5 bertugas membantu Wali Nagari dalam pelaksana

tugas operasional bidang Pelayanan masyvarakat di

Nagari.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

avat (1) HKepala Seksi Pelayanan mempunyal [angsi

sebagai berikut :

a. pclaksanaan penyuluhan dan maotivasl terhadap
pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat;

b, pelaksanaan  meningkatkan  upaya  partisipasi
masyvarakat; dan

¢, pelaksanaan pelestarian  nilai  sosial budaya
masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) Kepala Scksi Pelayanan mempunyal uraian

migas sehagal berikut ¢

4 mencatat dan menginventarisasi permasalahan
pendidikan masyarakal di Nagari,

b, menyiapkan bahan untuk kepentingan perencanaan
peningkatan pendidilean;

c.  mencatat dan  menginventarisasi permasalahan
keschatan masyarakat di Nagari,

d. menyiapkan bahan untuk kepenlingan perencanaan
peningkalan keschalarn;

e, mencatat dan menginventarisasi permasalaban

Lkemiskinan masvarakal di Nagari;



1]

b

menyiapkan bahan untuk kepentingan perencanaan
peningkatan pengentasan kemiskinan;

mencatat  dan  menginventarisasi permasalahan
kebudayaan, pemuda dan olahraga serta wisata di
MNagari;

menyiapkan bahan untuk kepentingan perencanaan
peningkaran  kebudayaan, pemuda  dan  olahraga
gerta wisata di Nagar);

melaksana l-:anli‘:-;tglmﬂn keagamaan; dan
melaksanakan tugas-tugas lain vang diberikan oleh

plmpinan.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Dacrah

Kabupaten Solok.

Diundangkan di Arosuka
pada tangeal A M 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOLOK,

C—ﬂ;——l
__———-_-__-_-

ASWIRMAN

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 4 Maet 2019

BUPATI SOLOK,

il
GUSMAL

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2019 NOMOR I5



